@eman goeﬁmaéé/wn %méy@f @a&emxé
@ﬂmuk&:uf @wsﬁwf CK A wtas Hhakola (ﬁéaﬁfa

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 195 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 153 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH

Menimbang

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 16 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan
Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan
ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah

(Propemperda) Tahun 2023 yang telah ditetapkan berjumlah
35 (tigapuluh lima) judul raperda sampai saat ini
pembahasaan raperda yang dilaksanakan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta masih berproses dalam pembahasan,
sehingga Propemperda Tahun 2023 perlu diubah;

. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun
dan membahas perubahan dalam Program Pembentukan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2023;
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. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Atas
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2022
Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007;

Mermperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Meretapkan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 31 Oktober
2023;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 153 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023.

Pasal 1

Mengubah diktum KESATU dan diktum KEDUA dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2022 tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023
sebanyak 19 (sembilan belas) rancangan Peraturan
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Daerah sebagaimana tercantum dalam Ilampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA :  Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

a. 6 (enam) raperda yang telah selesai dibahas;

b. 6 (enam) raperda yang sedang dibahas; dan

c. 7 (tujuh) raperda dalam proses penjadwalan
pembahasan.

Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ROVINSI DAERAH KHUSYS JKOTA JAKARTA

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H

. PJ. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta

Flt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta



